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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan menganalisis praktik pembiayaan murabahah 

dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT 

Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mengenai 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang 

dilakukan oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo telah sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi 

pembiayaan. Pada dasarnya BMT Istiqomah Unit Karangrejo 

memberikan kemudahan kepada nasabahnya yang memngalami 

kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga pihak BMT 

biasanya memberikan kelonggaran waktu atau perpanjangan waktu 

penyelesaian kepada nasabahnya yang memiliki itikad baik. 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT 

Istiqomah Unit Karangrejo bukanlah suatu hal yang bisa dianggap 

remeh, bahkan BMT Istiqomah Unit Karangrejo memiliki strategi untuk 

digunakan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, 

diantaranya upaya pembinaan atau musyawarah dan upaya 

restrukturisasi yang meliputi penjadwalan ulang atau perpanjangan 
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jangka waktu. Apabila upaya tersebut tidak dapat memulihkan kembali 

pembiayaan pada kategori lancar atau tidak ada itikad baik yang 

dilakukan oleh nasabah, maka pihak BMT Istiqomah Unit Karangrejo 

akan melakukan penyelesaian melalui eksekusi jaminan bahkan sampai 

ke jalur litigasi, akan tetapi upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh 

pihak BMT karena tidak ingin membebani nasabahnya. 

2. Penerapan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada akad murabahah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo dilakukan 

sesuai dengan hukum Islam, karena BMT Istiqomah Unit Karangrejo 

biasanya menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan musyawarah, 

pemberian keringanan dan kelonggaran waktu. Walaupun jalan 

musyawarah tersebut mengalami banyak permasalahan dan kendala, 

pihak BMT selama ini tetap melakuan hal tersebut sampai ketemu titik 

temu. BMT Istiqomah jarang sekali melakukan penyelesaian melalui 

jalur litigasi sebab pihak BMT tidak ingin membebani nasabah yang 

mengalami masalah dengan biaya-biaya yang banyak. 

 

B. Saran 

BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung seharusnya dalam 

melakukan akad pembiayaan murabahah  dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan dalam proses pemberian pembiayaan sebaiknya dilakukan 

secara disiplin dan sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak BMT Istiqomah 

juga dapat melalukan pembinaan secara rutin kepada nasabah agar dapat 
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meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan memberikan sanksi 

yang tegas kepada nasabah yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya 

dan untuk nasabah untuk lebih memperhatikan pengembalian pembiayaan 

agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah serta tidak menghambat 

perkembangan dari BMT tersebut. 


